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ABSTRAK 

 
Alya Dwi Nabila. 04020220424. “Dampak Perselingkuhan Salah Satu 
Pihak Terhadap Keputusan Hak Asuh : Studi Kasus Pengadilan Agama di 
Kota Makassar”. Di bawah bimbingan Bapak Ma'ruf Hafidz selaku ketua 
pembimbing dan Ibu Dwi Handayani selaku anggota pembimbing. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim 
dalam menetapkan hak asuh anak, serta mengevaluasi penerapan prinsip 
the best interest of the child dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar 
Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.Mks. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan pendekatan 
studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui analisis mendalam 
terhadap dokumen putusan resmi yang diperoleh dari Sistem Informasi 
Penelusuran Putusan (SIPP) Mahkamah Agung, serta wawancara 
mendalam dengan hakim serta panitera yang berwenang di Pengadilan 
Agama Makassar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hak asuh anak kepada 
ibu dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 
2373/Pdt.G/2023/PA.Mks didasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum 
Islam karena anak belum mumayyiz (11 tahun 5 bulan) dan tidak terbukti 
adanya ketidaklayakan ibu, sementara hak ayah tetap dijamin meskipun 
terbukti melakukan perselingkuhan. Prinsip the best interest of the child 
tidak disebutkan secara langsung dalam pertimbangan hukum, namun 
diterapkan secara nyata melalui pemeliharaan status quo pengasuhan 
dan pemberian akses kepada ayah, sesuai dengan Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan agar dalam perkara 
hak asuh anak, peradilan agama tetap mempertahankan pendekatan yang 
berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dengan 
mempertimbangkan kondisi faktual pengasuhan, tanpa menjadikan aspek 
moral orang tua sebagai dasar utama penentuan hak asuh. Selain itu, 
meskipun prinsip the best interest of the child telah diterapkan dalam 
praktik pemeriksaan dan putusan perkara hak asuh, akan lebih baik 
apabila prinsip tersebut dapat dirumuskan secara lebih jelas dalam 
pertimbangan hukum tertulis, sehingga arah dan dasar perlindungan 
terhadap anak dapat dipahami secara lebih transparan oleh para pihak 
serta tercermin secara konsisten dalam putusan. 

Kata Kunci: Hak asuh anak, perselingkuhan, the best interest of the 

child, Pengadilan Agama 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri yang sah, dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019). Dalam perspektif hukum, agama, dan 

budaya, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai legalisasi hubungan 

intim, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam pembentukan 

masyarakat yang stabil, harmonis, dan berkeadilan. Institusi ini 

diharapkan menjadi wadah bagi tumbuh kembang anak, penanaman 

nilai moral, serta pemeliharaan kehormatan keluarga 

Di dalam realitas sosial kontemporer, idealisme tersebut kerap 

diuji oleh berbagai dinamika kehidupan. Konflik rumah tangga baik 

bersifat ekonomi, komunikasi, maupun emosional sering kali memicu 

keretakan yang berujung pada perceraian. Di antara berbagai faktor 

penyebab perceraian, perselingkuhan menempati posisi yang sangat 

sensitif dan destruktif. Perselingkuhan tidak hanya melanggar sumpah 

kesetiaan dalam perkawinan, tetapi juga menghancurkan kepercayaan, 

merusak integritas keluarga, serta berdampak traumatis pada anak- 

anak. 

4
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Fenomena ini terlihat jelas di Kota Makassar, yang pada tahun 

2024 mencatat 2.007 kasus perceraian, terdiri dari 1.597 cerai gugat 

dan 410 cerai talak.1Penyebab utamanya adalah pertengkaran terus- 

menerus (1.847 kasus), diikuti oleh kekerasan dalam rumah tangga, 

meninggalkan pasangan, dan perselingkuhan. Kota Makassar menjadi 

lokasi penelitian yang relevan karena merupakan pusat metropolitan di 

kawasan timur Indonesia yang mengalami benturan nilai: di satu sisi, 

masyarakat Bugis-Makassar sangat menjunjung tinggi siri’ (harga diri 

keluarga) dan kesetiaan dalam perkawinan; di sisi lain, modernisasi dan 

pergeseran norma sosial turut mempercepat disintegrasi keluarga. 

Salah satu konsekuensi hukum paling krusial dari perceraian 

adalah sengketa hak asuh anak (hadhanah). Dalam hukum Islam, 

hadhanah merujuk pada hak dan kewajiban untuk mengasuh, 

memelihara, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu 

mengurus dirinya sendiri. Secara tradisional, hak ini diberikan kepada 

ibu selama anak belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), dengan 

pertimbangan kedekatan emosional dan kemampuan alamiah 

perempuan dalam memberikan kasih sayang. Namun, prinsip ini tidak 

mutlak. Jika terdapat indikasi bahwa salah satu orang tua tidak layak 

misalnya karena terbukti berselingkuh maka hakim berwenang 

mempertimbangkan pencabutan hak asuh demi kepentingan terbaik 

anak (the best interest of the child). 
 

1 Tren Perceraian di Makassar Meningkat Tajam Sepanjang 2024, Didominasi 
Cerai Gugat oleh Perempuan” rakyatsulsel, 13 Januari 2025, diakses pada 27 September 
2025, https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2025/01/13/tren-perceraian-di-makassar-meningkat- 
tajam- sepanjang-2024-didominasi-cerai-gugat-oleh-perempuan/ 
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Prinsip the best interest of the child diakui secara universal 

melalui Konvensi Hak Anak PBB (1989) dan diadopsi dalam Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya 

Pasal 14 ayat (1), yang menegaskan bahwa pemisahan anak dari 

orang tua hanya dapat dilakukan jika demi kepentingan terbaik anak 

dan sebagai pilihan terakhir. Lebih lanjut, Pasal 41 UU Perkawinan 

menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara 

dan mendidik anak meskipun perkawinan telah putus. 

Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim sering kali 

dipengaruhi oleh bukti moralitas orang tua, terutama dalam kasus 

perselingkuhan. Sebagai ilustrasi nyata, Putusan Pengadilan Agama 

Makassar Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.Mks menggambarkan dinamika 

ini secara utuh. Dalam perkara tersebut, suami terbukti berselingkuh 

dengan perempuan lain, sebagaimana dibuktikan melalui foto (Bukti 

P.7) dan kesaksian dua saksi yaitu ibu dan paman Penggugat. 

Perceraian dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, karena terjadi pertengkaran terus- 

menerus tanpa harapan rukun kembali. 

Yang menarik, meskipun suami terbukti berselingkuh, hak asuh 

anak perempuan berusia 11 tahun 5 bulan tetap ditetapkan kepada 

ibu, dengan pertimbangan utama: anak belum mumayyiz, sehingga 

sesuai Pasal 105 KHI, hak asuh otomatis jatuh kepada ibu. Namun, 

hakim juga memberikan akses luas kepada ayah untuk bertemu dan 

 
mencurahkan kasih sayang kepada anak, selama tidak mengganggu 
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kepentingan anak itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa moralitas orang 

tua tidak serta-merta merta menghilangkan perannya sebagai ayah, 

dan keputusan hakim berusaha menjaga keseimbangan antara hukum 

formal dan kepentingan anak. 

Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut juga selaras 

dengan nilai normatif dalam Al-Qur’an. Firman Allah dalam Surah An- 

Nisa ayat 19 menyatakan: 

 مَا بِبعَْضِ  لِتذَْهَبوُا تعَْضُلوُهُنَّ  وَلاَ  ◌ۖ  كَرْهًا  النِّسَاءَ  ترَِثوُا أنَْ  لكَُمْ  يَحِلُّ  لاَ  آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّهَا َ◌ا

 تكَْرَهُوا  أنَْ  فَعَسَىٰ  كَرِهْتمُُوهُنَّ  فَإنِْ  ۚ◌  بِالْمَعْرُوفِ  وَعَاشِرُوهُنَّ  ۚ◌  مُبَيِّنَةٍ  بِفَاحِشَةٍ  يَأتِْينَ  أنَْ  إلاَِّ  آتيَْتمُُوهُنَّ 

ُ  وَيَجْعَلَ  شَيْئاً َّစ  ِكَثِيرًا خَيْرًا فِيه 

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, tidak 
halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan 
janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil 
kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan 
bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak 
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak 
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang 
banyak.” 

 
Ayat ini menekankan prinsip mu’asyarah bil ma’ruf bergaul 

dengan pasangan secara baik dan adil sebagai fondasi rumah tangga. 

Perselingkuhan jelas merupakan fahisyah mubayyanah (perbuatan keji 

yang nyata) yang melanggar prinsip tersebut. Namun, ayat ini juga 

mengingatkan agar keputusan tidak didasarkan pada emosi semata, 

melainkan pada kebijaksanaan dan kepentingan jangka panjang, 

1

24

28
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termasuk kebaikan bagi anak-anak. Dalam konteks hak asuh, nilai ini 

menjadi landasan normatif bahwa perlindungan anak harus 

diutamakan, bahkan ketika salah satu orang tua melakukan kesalahan 

moral. 

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan signifikan 

antara idealitas hukum dan praktik peradilan. Pertama, konsep 

“kepentingan terbaik anak” masih bersifat abstrak dan subjektif. Tidak 

ada metrik objektif yang mengukur kelayakan pengasuhan, sehingga 

keputusan hakim sering kali bergantung pada interpretasi pribadi, latar 

belakang budaya, atau tekanan sosial. Kedua, stigma terhadap salah 

satu pihak yang berselingkuh di masyarakat Indonesia khususnya di 

wilayah konservatif seperti Sulawesi Selatan berpotensi memengaruhi 

objektivitas putusan. Ketiga, penelitian empiris tentang pengaruh 

perselingkuhan terhadap hak asuh di Pengadilan Agama Makassar 

masih sangat terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya bersifat 

normatif atau teoritis, tanpa menganalisis putusan aktual atau 

wawancara dengan pihak terkait. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk 

mengisi kesenjangan tersebut. Data primer dikumpulkan melalui 

analisis dokumen putusan No. 2373/Pdt.G/2023/PA.Mks dan 

wawancara mendalam dengan hakim, panitera, serta advokat yang 

menangani perkara tersebut. Fokus penelitian bukan hanya pada “apa 

5
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yang diputus”, tetapi pada “mengapa diputus demikian” apakah 

pertimbangan hakim benar-benar berpijak pada prinsip the best 

interest of the child, atau hanya mengikuti asumsi normatif bahwa “ibu 

otomatis layak” dan “ayah selingkuh = tidak layak”. 

Secara lebih luas, penelitian ini juga relevan dengan reformasi 

peradilan agama di Indonesia. Sejak UU No. 7 Tahun 1989 (diubah 

dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), 

kewenangan pengadilan agama telah meluas hingga mencakup 

perkara hak asuh anak. Namun, tantangan tetap ada dalam 

memastikan keadilan substantif, transparansi, dan akuntabilitas, 

terutama dalam kasus sensitif seperti perselingkuhan. Oleh karena itu, 

evaluasi terhadap praktik peradilan bukan hanya penting secara 

akademis, tetapi juga strategis bagi perlindungan hak anak pasca- 

perceraian. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan 

prinsip the best interest of the child dalam perkara hak asuh anak yang 

dilatarbelakangi oleh perselingkuhan, serta bagaimana praktik 

penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan di lingkungan peradilan 

agama. Penelitian ini menjadi penting karena persoalan hak asuh anak 

kerap kali menimbulkan dilema antara pertimbangan hukum, moralitas, 

dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, melalui penelitian 

yang berjudul “Dampak Perselingkuhan Salah Satu Pihak dalam 

6
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Perkawinan terhadap Keputusan Hak Asuh: Studi Kasus Pengadilan 

Agama Makassar”, penulis berupaya untuk menganalisis pertimbangan 

hakim dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak 

sekaligus menggambarkan praktik penyelesaian perkara hak asuh 

akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Makassar secara empiris. 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan 

Agama Makassar Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.Mks dalam 

menetapkan hak asuh anak? 

2. Bagaimana penerapan prinsip “The Best Interest Of Child” dalam 

pertimbangan hakim pada putusan tersebut. 

 
C. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah Penulis uraikan di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan 

Pengadilan Agama Makassar Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.Mks 

dalam menetapkan hak asuh anak, khususnya dalam kaitannya 

dengan penerapan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 

dan prinsip perlindungan anak. 

5
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2. Untuk mengevaluasi bagaimana penerapan prinsip the best interest 

of the child dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, baik 

secara eksplisit maupun implisit, serta mengidentifikasi kesenjangan 

antara norma hukum ideal dan praktik yudisial dalam penentuan hak 

asuh anak akibat perselingkuhan. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Dari sisi teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya 

kajian hukum empiris mengenai penerapan prinsip the best interest 

of the child dalam perkara hak asuh anak yang dilatarbelakangi 

oleh perselingkuhan, khususnya di lingkungan peradilan agama. 

Selama ini, sebagian besar literatur hukum keluarga cenderung 

bersifat normatif dan jarang menggali pertimbangan hakim secara 

mendalam melalui analisis putusan aktual dan wawancara 

langsung dengan aparat peradilan. Dengan menganalisis Putusan 

Pengadilan Agama Makassar Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.Mks, 

penelitian ini tidak hanya mengungkap bagaimana pertimbangan 

hukum dibangun dalam konteks moralitas dan usia anak, tetapi 

juga mengevaluasi sejauh mana prinsip universal tentang 

kepentingan terbaik anak benar-benar dioperasionalkan dalam 

praktik yudisial. Hal ini penting untuk mengisi kesenjangan antara 

idealitas hukum dan realitas peradilan. 

1

5

6
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2. Dari sisi praktis penelitian ini memberikan gambaran nyata 

mengenai dinamika pengambilan keputusan hakim dalam 

menangani sengketa hak asuh yang sensitif, sehingga dapat 

menjadi bahan refleksi bagi aparat peradilan agama untuk 

lebih memprioritaskan pendekatan yang berpusat pada anak 

daripada pertimbangan moralistik semata. Hasil penelitian 

juga dapat menjadi referensi bagi para advokat, mediator 

keluarga, dan pihak yang berperkara dalam memahami 

standar pertimbangan hukum terkait hak asuh di Pengadilan 

Agama Makassar. Lebih jauh, temuan penelitian ini dapat 

menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi Mahkamah 

Agung dan Kementerian Agama dalam menyusun pedoman 

teknis yang lebih operasional mengenai penerapan prinsip 

the best interest of the child, termasuk penggunaan 

parameter objektif seperti penilaian psikologis, stabilitas 

ekonomi, dan kualitas hubungan emosional antara anak dan 

orang tua, sehingga keputusan hak asuh tidak hanya 

didasarkan pada asumsi normatif seperti “anak belum 

mumayyiz = hak asuh otomatis ke ibu”, tetapi benar-benar 

mencerminkan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak 

sebagai subjek hukum yang utama. 
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